BUPATIMALUKUTENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 41 TAHUN 2016

TENTANG

HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
MALUKU TENGAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALUKU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlu
dilaksanakan pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta
pemulihan pelayanan umum secara terencana, terkoordinasi, dan
terpadu;

b. bahwa dalam rangka melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi,
Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana penanggulangan bencana
dari APBD, dan dalam hal APBD tidak memadai, Pemerintah Daerah
dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau
Pemerintah Pusat untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi; '

c. bahwa dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dari
Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
diberikan dalam bentuk Hibah; ,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca Bencana Tahun Anggaran 2016; . ‘

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah —
Daerah Swatantra Tingkat Il Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1645}, ,

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
jo. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi
Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3985);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4286);
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. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten
Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat I Ambon (Lembaran Negara Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

- Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

11.
12.

13

14.

15.

16.

Menetapkan :

Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
Peraturan Presiden RI Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara
Tahun 2016 Nomor 2);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/Tahun 2015 tentang
Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka
Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (Berita
Negara Tahun 2015 Nomor 1263);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM RANGKA
BANTUAN" PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah sebagai unsur
penyelenggaran pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetu jui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah
pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah
Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannyadan dilakukan melalui
perjanjian.

Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis
mengenai Hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam
perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.

Pengguna Anggaran yang sclanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran kementrian negara/lembaga pemerintah non
kementrian/lembaga yang bersangkutan. :

Pembantu Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah unit organisasi
dilingkungan Kementrian Keuangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan
bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagaian kewenangan dan
tanggung jawab penggunaan anggaran kementrian negara/lembaga pemerintah non
kementerian yang bersangkutan. '

Badan Nasional Penangulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah
lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang dalam hal ini bertindak sebagai Executing Agency yang bertanggungjawab
terhadap program hibah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan
rekonstruksi pasca bencana.

Badan Penangulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah
badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penangulangan bencana
di daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening
tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur atau
Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan
mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh
faktor alam dan/atau faktor nan alam maupun faktor manusia sehingga
mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian
harta benda, dan dampak psikologis.

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau
masyarakat sampai tmgkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan
sasaran utama untuk normalisasi atau berjalanya.

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana,
kelembagaan pada wilayah pasca bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun
masyarakat dengan sasaran utama, tumbuh dan berkembangnya kegiatan
perekonomian, sosial dan budaya tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya
peran serta masyarakat.
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Pelaksanaan belanja Hibah dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi kepada Pemerintah '

Pasal 2
Hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca

bencana yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah dana Hibah dalam .

bentuk uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah,;
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari penerimaan dana
Transfer Pemerintah Pusat.

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan berdasarkan PHD antara

Menteri KeuanganRepublik Indonesia dengan Bupati Maluku Tengah Nomor., "~~~

tahun 2016.
Hibah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

Pemerintah Daerah menganggarkan penerimaan Hibah pada Lain-Lain Pendapatan
dalamAPBD.

Pemerintah Daerah menganggarkan penggunaan hibah sebagai belanja dalam APBD
berdasarkan RKA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku
Tengah dan pelaksanaan realisasi anggaran berdasarkan DPAyang sudah disahkan
oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal PHD mempersyaratkan adanya dana pendamping atau kewajiban lannya,
Pemerintah Daerah akan menganggarkan dalam APBD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan RKA pada dana hibah ini yang disebabkan:
a. Perubahan lingkungan dan/atau lokasi kegiatan; dan/atau

b. Luncuran dari sisa dana kegiatan tahun sebelumnya.

Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petun Juk
pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD.

Perubahan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada BNPB.

Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam APBD dan dituangkan
dalamDPA.

Dalam hal SPPH diterima setelah APBD d1tetapkam penggunaan dana hibah dapat
dilaksanakan setelah Bupati melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal 6

Daerah mulai berlaku sejak Peraturan Bupati ini ditandatangani sampai dengan bulan November
tahun 2017.

(1)

(2)

(3)
(4

Pasal 7

Dana Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukan kepada Badan
Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer oleh Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah disaat telah dilakukan penetapan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, sehingga perlu dicantumkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) Tahun Anggaran 2016.

Mekanisme pengelolaan dan pertanggugjawaban Hibah dilakukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini agar mengacu pada Peraturan
Menteri Keuagan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.07 /2015 tentang Hibah Dari
Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR
TANGGAL

TENTANG

TAHUN 2016
DESEMBER 2016

BENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

: HIBAH PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKS! PASCA

SEBELUM PERUBAHAN

SETELAH PERUBAHAN

SKPD Kode Rekening URAIAN Jumlah (Rp) Kode Rekening URAIAN Jumlah (Rp)
Badan 13. 1.13.02 22. 02. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana - 11131, 13.02.22. 07, Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana 7.000.000.000
Penanggulangan
Bencaan Daerahl|1. 13. 1.13.02. 22, 07. 5. 2. 1. 01.01.|Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan -11.13.1. 13.02.22. 07. 5. 2. 1. Ol. 01. jHonorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 60.540.000
1. 13, 1.13.02.22. 07. 5. 2. 1. 01. 04.|Honorarium Tim Penerima Hasil Peker jaan - 11, 13.1.13.02.22. 07. 5. 2. 1. Q1. 04. |Honorarium Tim Penerima Hasil Pekerjaan 5.040.000
1. 13. 1.13.02.22. 07. 5. 2. 2. 01. 01.|Belanja Alat Tulis Kantor - 110 13,1, 13.02.22. 07. 5. 2. 2 Ol. Ol. |Belanja Alat Tulis Kantor 2.500.000
1. 13. 1.13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06.01.|Belanja Cetak -11.13.1.13.02.22. 07. 5. 2 2. 06. Ol. |Belanja Cetak 7.312.000
1. 13. 1.13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06. 02.|Belanja Penggandaan -11.13.1.13.02.22. 07. 5. 2. 2. 06. 02, |Belanja Penggandaan 3.500.000
1, 13.1.13.02.22. 07. 5. 2. 2. 15.01.]Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah -{1. §3.1.13.02.22. 07. 5.2.2. 15. 01. |Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 34.200.000
1. 3. 1.13.02.22. 07. 5. 2. 2. 15.02.}Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah -11.13.1.13.02.22. 07. 5.2. 2. 15. 02. |Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 81.548.000
113, 1. 13.02.22, 07. 5. 2 2. 21.02]Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan -11.13.1.13.02.22. 07. 5.2. 2. 2i. 02. |Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 168.480.800
1. 13. 1. 13.02.22. 07. 5. 2. 2. 21.03]Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan -{1. 13.1. 13.02.22. 07. 5 2. 2. 21. 03. |Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan 232.479.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan
L1301 13022207 5.2 3 4910 oy o pendiikan {1 13-113.02.22. 07 5. 2. 3. 49.10. | 54 o Tempat Pendidikan 693.000.000
L 13 1.13.0222 07. S 2 3 59. 04 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa L 13.1. 13.02.22. 07. 5.2.3. 59. 04. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan i
- - Desa 2.750.000.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi.dan Jaringan - Pengadaan Bangunan . Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan
113113022207, 5.2.3. 64.05) pooaa benoamanan Sungai |1 130130222 07 523 64,05 | pern pensamanan Sungai 2961400.200

Pit. BUPATI MALUKU TENGAH
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